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ABSTRACT

This study aims to determine the problem of e-procurement in the procurement
of goods and services in the Procurement Services Section of the Regional
Secretariat of Binjai City. The type of research used is qualitative research. The
data analysis technique uses data collection steps, data reduction, data
presentation, qualitative data verification, to draw conclusions. The results of the
study show that the Procurement Services Section of the Regional Secretariat of
the City of Binjai has started to implement but is still in the minimal category in
its implementation, it is known that only some members or employees in the
Department of Procurement of Goods and Services in the City of Binjai have at
least had special training certifications, as SIM form to be able to take part in
running the LPSE in Binjai City itself, coupled with non-civil servant employees
and several contract employees who apparently lack expertise in science such as
computers.

PENDAHULUAN

Bidang pengadaan barang maupun jasa semakin menunjukkan kemajuan dan
pengembangan seiring dengan transformasi teknologi yang kian cepat pada masa ini. Pemanfaatan
proses pengadaan barang dan jasa dilakukkan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi
khususnya teknologi informasi dan komunikasi masa kini untuk menciptakan keterbukaan,

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 3 JULI 2022 page: 873-878| 873


mailto:agietmutiaram@gmail.com
mailto:andrisoemitra@uinsu.ac.id
https://doi.org/10.53697/emak.v3i3
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

p-ISSN 2798-0499 e-ISSN 2798-0502

transparansi, meningkatkan efekttifitas dan efisiensi. Adapun kegiatan pengadaan barang dan jasa
menggunakan teknologi dibidang informasi dan komunikasi lebih dikenal dengan sebutan E-
Procurement. Adapun negara yang telah melaksanakan E-Procurement adalh negara tetangga yakni
malaysia dan beberapa negara lainnya, tepatnya pada tahun 1999.

Quangdung dkk (2011) menyebutkan bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No.
80 thn 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaksanaan dari e-Procurement
semakin berkembang pesat di negara Indonesia dengan harapan e-Procurement dapat
mewujudkan munculnya sifat keterbukaan , transparansi, efektifitas dan efisiensi dalam sebuah
Good Governanc. Pelaksanaan e-Procurement diberbagai negara pada umumnya berjalan dengan
berbagai masalah didalamnya. Permaslahan e-Procurement yang kerap terjadi di berbagai negara-
negara berkembang berkaitan dengan permaslahan dibidang management, bidang
pengorganisasian, bidang teknologi dan bidang lingkungan.

LANDASAN TEORI

McCue & Roman (2012) mengemukakan bahwa di AS dan Kanada pelaksanaan dari e-
Procurement menunjukkan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang pada umumnya
terjadi seperti adanya ketidaksesuaian platform dari sebuah software pada e-Procurement. Tidak
berhenti disitu, berbagai permasalahan lain yang terjadi yaitu seperti terjadinya resistensi dalam
pengorganisasian penyelenggaraan e-Procurement serta yang paing menjadi hambatan utama
dalam peaksanaan e-Procurement yaitu terkait nilai profesionalisme dari sebuah sistem e-
Procurement sebagai wujud sebuah profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa atau kerap kali disebut e-Procurement, di Indonesia dijalankan
berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia yaitu tepatnya atas dasar Undang-Undang yang
mengaturnya dan pelaksanaannya serta pengembangannnya dilakukkan dengan menunjuk para
pakar profesional pada bidangnya yang memiliki kapasitas yang luar biasa.

Adapun pelaksanaan e-Procurement di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya
dikarenakan beberapa hal yang melatarbelakanginya yaitu belum terpenuhinya syarat SDM,
persyaratan pemenuhan teknis dan hukum yang berlaku (Dirgantara, 2009).

Adapun pelaksanaan e-Procurement di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat
Daerah Kota Binjai mengalami berbagai hambatan dalam proses penyelenggaraannya serta
memakan waktu yang cukup lama khususnya dalam menetapkan pemenang yang disepakati sesuai
dengan kapasitas yang diharapkan. Adapun kendalan yang umum sekali dihadiapi oleh Bidang
Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Binjai adalah belum adanya perarturan yang
mengatur e-Procurement, secara komperhensif, kurangnnya SDM dan infrastruktur yang kurang
memadai, jaringan internet yang terkadang tidak stabil.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui masalah e-procuement dalam Ipse
pada bidang pengadaan barang dan jasa di sekretariat daerah Kota Binjai.

Berdasarkan penelitian Purwanto (2005) menyebutkan bahwa SDM jika dinilai dari sudut
perekonomian adalah poin penting yang mampu menjalankan semua teknologi canggih yang ada
sekarang dan dapat bertanggung jawab penuh dalam pengendalian teknologi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dala penelitian ini merupakan metode penelitian
kualitatif menggunkana Human Instrumen. Sugiono (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif
pada umumnya melihat realita sosial sebagai satu kesatuan yang sangat utuh, berkaitan satu sama
lain serta terdapat hubungan yang bersifat interaktif didalamnya. Dalam penelitian ini peneliti
dituntut untuk menjadi seseorang yang memiliki wawasan yang cukup luas agar mampu
menanyakan, melakukan analisis serta mengambil dan melakukkan konstruksi terhadap sebuah
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kejadian sosial yang ada.Adapun penelitian ini menggunakan studi kasus di BLPBJ Sekretariat
Daerah Kota Binjai. Studi kasus ini diharapkan menjadi catatan tersendiri dalam pengembangan
masalah yang terjadi di Kota Binjai dan kota lainnya.

Pencarian data dengan wawancara, observasi, dokumen. Metode deskriptif kualitatif
merupakan metode yang didasari atas sebuah filsafat postpositivisme dan pada umumnya
dipergunakan untuk melakukkan penelitian terhadap suatu objek yang dinilai alami dan peneliti
berperan besar dalam menentukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukkan (Sugiyono,
2016).

Adapun tujuan dari penerapan metode triangulasi lebih kepada upaya untuk meningkatkan
pemahaman dari seorang peneliti terhadap temuan-temuan yang didapat selama penelitian
(Sugiyono, 2016). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber dimana
berbagai dta akan didapatkan dari banyak sumber yang bersifat heterogen serta kebenaran data
didapatkan berdasarkan konsistensi jawaban dari banyak sumber tersebut (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukkan menunjukkan bahwa SDM adalah hal paling utama
dan sangat penting dalam melakukkan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dari sebuah
kegiatan menjalankan program. Pencapaian program yang dilakukkan juga berdampak baik
terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan. Adapun penelitian ini sejalan dengan teori
yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn (Suratman, 2017).

Pada proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Sekretariat Daerah
Kota Binjai terdapatbeberapa indikator yang mempengaruhi pelaksanaan LPSE, indikatornya
diantaranya komunikasi, sumber daya maupun struktur birokrasi. Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah kota Binjai sudah memulai menerapkan namun masih dalam
kategori minim dalam pengimplementasiannya, diketahui bahwasanya hanya sebagian anggota
atau pegawai yang ada di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai minimal telah
memiliki sertifikasi pelatihan khusus,sebagai bentuk SIM untuk dapat ikut menjadi bagian dalam
menjalankan LPSE di Kota Binjai itu sendiri, ditambah dengan pegawai yang Non PNS dan bebrapa
pegawai kontrak yang ternyata kurang keahlian bidang ilmu seperti Komputer.

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Binjai terus melakukkan berbagai
tindakan yang dapat menjadi indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan umum dengan disposisi
sebagai indikatornya yang di realisasikan melalui pelaksanaan layanan pengadaan yang dilakukkan
secara elektronik menggunakan sistem e- procurement.

Berdasarkan pendapat Edwards Il dalam Suratman (2017) menyebutkan bahwa disposisi
mengutamakan kualitas dari sebuah karakter. Adapun maksud dari kualitas karakter disini yakni
suatu kondisi yang menunjukkan sikap siap, dan dalam hal ini peneliti melihat langsung staf BLPB]J
Kota Binjai melakukan persiapan melalui pembekalan serta pemberian sertifikat sebagai bukti
mengikuti pembekalan tersebut. Adapun pelaksanaan sebuah kebijakan pada dasarnya merupakan
upaya pembelajaran demi mewujutkan terciptanya kemampuan yang terus berlanjt drai waktu
kewaktu serta menunjukkkan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori Hawlett dalam Suratman (2017) yang menyatakan
pengeimplementasian yang disebut sebagai suatu proses pembelajaran. Adapun proses tersebut
dimulai dari diadakannya pembekalan maupun pelatihan sebagai bentuk sebuah profesionalitas
bekerja di BLPBJ Kota Binjai dengan harapan bahwa para pegawai yang bekerja dalam instansi ini
khususnya dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Binjai memiliki ilmu yang
mumpuni. Adapun proses penyiapan SDM yang sangat memiliki kualitas yang baik sudah dimulai
dari proses perekrutan yang dilakukan pihak BLPBJ Kota Binjai terhadap para pegawai tidak tetap
dan para anggota POKJA. Adapun bidang ilmu yang umum diperlukan Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa (BLPBJ) Skeretariat Daerah Kota Binjai yaitu terkait bidang teknologi dan
pengadaan.
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Pendapat O'Brien & Marakas (2006) menyebutkan bahwa terdapat 5 sumber paling
pendting dari sebuah sistem informasi yakni adanya jaringan, adanya data, adanya software, adanya
hardware serta adanya manusi. Dalam penelitian Sumadilaga & Pudjijono (2011) menyebutkan
bahwa kelompok kerja dibidang pengadaan dan kelompok kerjad ibidang penyedia jasa merupakan
2 jenis Sumber Daya Manusia yang saling bekerjasama dalam pelaksanaan e-Procurement .

Adapun kekurangan Sumber Daya Manusia merupakan persoalan yang sering Kkali
menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan e-Government di Kota Binjai. Penelitian
Mujiono (2008) menyebutkan bahwa banyak pegawai di bidang pengadaan barang jasa belum
memiliki kemampuan yang cukup baik khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa di
tingkat pemerintahan (88,65%), dengan akumulasi lulus 189 peserta (11,35%,), lulus L2 164 peserta
(9,85%) dan Lulus L4 25 peserta (1,5%).

Pada penelitian ini didapati hasil bahwa Sumber Daya Manusia yang melakukkan dan
menjalankan kegiatan LPSE di bagian pengadaan barang dan jasa tidak memahami secara
keseluruhan tupoksi yang harus dijaankan. Adapun beberapa penyebabnya yakni dikarenakan e-
Procurement kurang disosialisasikan serta tidak diadakannya pelatihan maupun pembekalan e-
Procurement. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Sumadilaga & Pudjijono (2011) dalam
penelitiannya yang menyebutkan bahwa Poin penting yang menentukan keberhaswilan
pelaksanaan e-Procurement adalah timgkat pemahaman dan pengetahuan dari pihak pemerintah,
kelompok kerja dan para penyedia jasa.

Permasalahan sumber daya manusia ini juga sejalan dengan penelitian Soniawan dkk (2020)
yang menyatakan bahwa peran dari para pelaku dibidang Pengadaan Barang/jasa erat kaitannya
dengan berbagai permasalahn yang terjadi. Maka hal ini menunjukkan ketidak siapan para SDM
dalam menjalankan Pengadaan Barang/jasa.

Adapun berdasarkan penelitian Sari dkk (2018) menyatakan kualitas sumber daya manusia
dalam dapat ditingkatkan melalui:

1. Evaluasi
2. Mendirikan fasilitas yang sesuai kebutuhan
3. Mengadakan pelatihan

Faktor internal dalam sebuah organisasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi
kinerja organisasi khusunya kinerja di bagian layanan Pengadaan, adapun faktor internal tersebut
yaitu faktor dari struktur organisasi, faktor dari SDM, dan faktor finansial. Ketiga faktor internal
organisasi tersebut mempengaruhi kinerja Bagian Layanan Pengadaan.

Permasalahan selanjutnya yang menjadi hambatan di Pemerintah Kota Binjai dalam LPSE
yang dihadapi selama ini adalah berkaitan dengan teknologi, hal ini ditunjukkan dengan sulitnay
sistem LPSE diakses saat banyak orang yang sedang mengaksesnya.

Maka solusi yang dapat dilakukkan untuk menyiasati haltersebut yaitu dengan mengakses
LPSE tidak pada jam kerja dan biasanya operator akan menginformasikan kepada para user untuk
menerapkan saran tersebut sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Komunikasi juga berperan penting dalam menjalankan suatu organisasi. Dengan
kesepahaman para pihak yang turut bekerja maka kesalahpahaman dapat dihindari dan
mewujutkan sebuah hasil yang maksimal dalam pelasanaan sebuah pekerjaan. Komunikasi sendiri
berguna untuk memunculkan kordinasi yang baik anatr relasi yang bekerja.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Hogwood dan Lewis dalam Nugroho (2014)
yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan sebuah kebijakan publik diperlukan peran
komunikasi. Hal ini mengartikan bahwa peran komunikasi sangat mempengaruhi hasil dan tujuan
yang ingin diacapai.

Implementasi layanan pengadaan secara elektronik yang telah dilaksanakan oleh Bagian
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Binjai sudah menggunakan

876 | Agiet Mutiara Rengganis, Andri Soemitra; Analysis of E-Procuement...



, P-ISSN 2798-0499

R ZJURNAL EMAK =

Pigl;f&tﬂ&n&urnal Ekonoml'l“lana]emen Hkuntansi'dan Keuangan, ‘ =
teknologi dengan baik dalam menerapkan bentuk komunikasi online yang tentunya akan memberi
informasi kepada para pengguna jasa dengan efisien dan tentunya tidak menyita banyak waktu.

Adapun pendapat Tachjan dalam Suratman (2017) dalam mencapai tujuan dari sbeuah
kebijakan perlu memoerhitungkan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Pemanfaatan
pengembangan komunikasi online oleh LPSE Kota Binjai memberikan dampak yang baik sehingga
menghindari berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi.

Jika didasarkan oleh teori EImore, Lipsky, Hjren dan O'Poter dalam Nugroho (2014) makan
Layanana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Binjai sudah memenuhi syarat nerkaitan dengan
tujuan kebijakannya. Serta mampu menerapkan kinerja yang bersifat efektif dan efisien.

Adanya swakelola dan ruang yang lebih mudah yang diberikan pada masyarakat oleh Bagian
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah Kota Binjai tentunya berdampak baik
terhadap pengimplementasian layanan pengadaan secara elektronik.

Hadirnya layanan elektronik oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ)
Sekretariat Daerah Kota Binjai tentunya akan meningkatkan perekonomian Kota Binjai dnegan
berbagai kemudahan yang sudah diterapkan dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian
ini sejalan dengan teori David L. Weimer dalam Subarsono (2010) yang menunjukkan adanya upaya
mengutamakan peran lingkungan kerja dari pada penentuan logika kebijakan yang akan dilakukkan.

Hasil dari penelitian inis ecara keseluruhan sejalan dengan penelitian Ahmad (2020) yang
menunjukkan terdapat lima indikator yang menentukan keberhasilan LPSE yakni: SDM, komunikasi,
tujuan, lingkungan dan bentuk patuh para implementor.

Penelitian lainnya yang juga sejalan yaitu penelitian Prihastuti (2014) yang menunjukkan
bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan eProcurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Papua diantaranya adalah SDM, teknologi dan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari peneliti dapat disimpulkan berdasarkan analisis masalah e-
procurement dalam LPSE pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat daerah Kota Binjai sebagai berikut:

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah kota Binjai sudah memulai
menerapkan namun masih dalam kategori minim dalam pengimplementasiannya, diketahui
bahwasanya hanya sebagian anggota atau pegawai yang ada di Bagian Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa Kota Binjai minimal telah memiliki sertifikasi pelatihan khusus,sebagai bentuk SIM untuk
dapat ikut menjadi bagian dalam menjalankan LPSE di Kota Binjai itu sendiri, ditambah dengan
pegawai yang Non PNS dan bebrapa pegawai kontrak yang ternyata kurang keahlian bidang ilmu
seperti Komputer.

Operator atau pekerja (SDM) belum memahami cara menjalankan LPSE di bagian
pengadaan barang/jasa karena minim sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang
penerapaan LPSE terlebih dalam pelaksanaan e-Procurement. Kemudian kurang adanya
bimbingan teknik dan pendampingan dalam pelaksanaan LPSE dalam pengadaan barang/jasa.

Selain permasalahan SDM, Teknologi juga menjadi masalah. Dalam Permasalahan di bidang
teknologi adapun yang dihadapi di Pemerintah Kota Binjai dalam LPSE yang terjadi selama ini yaitu,
apabila banyak yang menggunakan atau mengakses LPSE sehingga untuk mengakses sistem
tersebut melambat atau terkadang sistem tersebut eror.

Konsep pengadaan secara non tender dilakukan guna mengadakan barang/jasa dengan
waktu ayng relatif lebih cepat tanpa adanya proses pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Hal ini
tentunya akan mempermudah pemerintah Daerah Kota Binjai guna mengadakan berbagai
keperluan dalam menjalankan Sistem Pemerintahan di Kota Binjai.
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